
 

 

 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1661, 2016 KEMEN-KOMINFO. Perizinan. Penyelenggaraan 
Penyiaran. Persyaratan. 

 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik, perlu 

dilakukan penyederhanaan terhadap proses perizinan 

penyelenggaraan penyiaran;   

  b.  bahwa proses perizinan penyelenggaraan penyiaran 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika Nomor: 28/P/M.KOMINFO/09/2008 

tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan 

Penyelenggaraan Penyiaran sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan penyelenggaraan penyiaran sehingga perlu 

diganti dengan peraturan menteri yang baru; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan 

Penyiaran; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor: 3881);  

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4252); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor: 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor: 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor: 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Negara Nomor: 3981); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4485); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 

Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4486); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 

Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4487); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4566); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 
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Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4567); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 

Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4568); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5749); 

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 

14. Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor 

1 Tahun 2016  tentang  Organisasi  dan  Tata   Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN 

PENYELENGGARAAN PENYIARAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk 

suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang 
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berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif 

maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat 

penerima siaran. 

2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui 

sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, 

laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum 

frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media 

lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan 

bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima 

siaran. 

3. Format Siaran adalah genre program siaran yang paling 

dominan yang ditayangkan lembaga penyiaran. 

4. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang 

elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan 

merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana 

penghantar buatan yang merupakan sumber daya alam 

terbatas. 

5. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik 

Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, 

Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga 

Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, 

fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan. 

6. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disingkat LPP 

adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum 

yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, 

tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk 

kepentingan masyarakat. 

7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut 

LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk 

badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, 

menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau 

penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak 

komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk 

kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan 

dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi 

Republik Indonesia untuk televisi. 
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8. Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS 

adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial 

berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang 

usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio 

atau televisi. 

9. Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat 

LPK adalah Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang 

berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh 

komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak 

komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan 

terbatas,serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. 

10. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya 

disingkat LPB adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat 

komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang 

usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran 

berlangganan. 

11. Evaluasi Dengar Pendapat yang selanjutnya disingkat EDP 

adalah proses identifikasi, klarifikasi dan verifikasi yang 

dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. 

12. Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran yang 

selanjutnya disingkat RKPP adalah surat keputusan yang 

diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.  

13. Forum Rapat Bersama yang selanjutnya disingkat FRB 

adalah suatu wadah koordinasi antara Komisi Penyiaran 

Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat yang 

berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak 

permohonan dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan 

Penyiaran. 

14. Pemohon adalah badan hukum Indonesia yang 

mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. 

15. Seleksi adalah penyaringan pengguna spektrum frekuensi 

radio untuk penyelenggaraan penyiaran.  

16. Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya 

disebut Izin Prinsip adalah persetujuan yang diberikan 

oleh Menteri kepada Lembaga Penyiaran untuk melakukan 

uji coba siaran. 
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